
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan 
Pemerintai Repub]ik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik lndonesi.a Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1:> Tahun 2014 tentang Desa yang 
mengamanatkar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga /1dat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa 
berdasarka.n pedoman yang ditetapkan dengan 
Peraturan .vlente ri; 

b. bahwa Pe raturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan sehingga diganti, dan 
dengan telah rerbitnya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembagn Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa: 

c. bahwa ds.lam upaya memberdayakan masyarakat, 
dipandang terus untuk mengoptimalkan peran 
lembaga rriasyarakat di tingkat desa dan, sehingga 
diharapkan lembaga ini ke depan dapat berperan aktif 
dalam keikutserta anya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

BUPATI BUTCN TENGAH, 

DENGAN RAHJ1IAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

LEMBAGA KEMASYARAKt1.TAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 

TENT ANG 

PERATURAF BUPt\T[ BUTON TENGAH 
NOMO:~ 5 r'AHUN 2020 

BUPkrI BUTON TENGAH 
PROVINS[ SULAWESI TENGGARA 

• 



1. Undang-Uridang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia , omor 5·l95); 

2. Undang-Undang Hornor 15 tahun 2014 tentang 
Pembentuk.an Kabupaten Buton Tengah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 

3. Undang-Ur.dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintal: an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimar.a telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 'I'ahun 2(115 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran :'Tegan. Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagiar. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintalan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran :1fogar:t Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerirr ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 20:l 1- tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia r~ahun 2C 14 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubs.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 20 ·l 5 (Lerr.baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20.l6 No:ncr 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan :~emerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2C J.7 te nt ang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarr huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga 
Kemasyars katan Desa dan Lembaga Adat Desa; 

Mengingat 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan di: sa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hu kum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk menga.rur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asai usu], dan/atau nak rradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara. Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Lembaga Kemasyarakatan :Jesa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 
wadah partisi asi masyar.ikat, se bagai mitra Pemerintah Desa, ikut 
serta dalarn perencar.aan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta menirgkatkan pelayanan masyarakat Desa; 

3. Lembaga Adat Desa yang selar.ju tnya disingkat LAD adalah lembaga 
yang menyelenggarakan f.mgsi adat istiadat dan menjadi bagian dari 
susunan asli Desa yang: tumbuh dan berkembang atas prakarsa 
masyarakat Desa; 

P8,.sal 1 

BAE: I 
KE:Jl'ENTUAN UMUM 

P -1RATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG 
LltMBAGA 1C:MASYP.RAKATAN DESA DAN LEMBAGA 
ADATDESA. 

Menetapkan 

rdEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedornan Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik In lonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tenta ng Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1037); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 18 Talrun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 
Negara Rej: ublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

1]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 teni.ang ?engelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Rejublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 



(1) LKD dibentuk atas prakar.sa Pemerintah Desa dan masyarakat. 
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan 

memenuhi persyaratan : 
a. berasaskan Pancasila dr.n Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tah un 1 945; 
b. berkedudukan di Desa seternpa; 
c. keberadaannya bermanaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; 
d. memiliki kepengurusan yang tetap; 
e. memi1iki sekreta:riat yarg bersifat tetap; dan 
f. tidak berafi liasi kepada }arta i p oli tik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut meigena Pembentukan LKD sebagaimana 
dimaksu d pad a ayat ( 1) die.tur dengan Peraturan Desa. 

P~Lsal 3 

Bagfan kesatu 
Pemberrtukan dan Penetapan 

BAB II 
LEMBAGA J :EMA SY ARAKATAN DESA 

Tujuan pengaturan LKD dan U\D meliputi : 
a. mendudukkan fungsi LKO :lan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa 

dalam m ningkatkan partisipasi masyarakat; 
b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan 
c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pa.sal 2 

4. Pemerint han Desa adalal: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat scternpat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indones a; 

5. Pemerintah Desa adalah K:~pala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD 
adalah lembaga yang melaksar akan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan 'A ilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

7. Pembangunan Desa adala h upay a peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa; 
dan 

8. Peratura:n D esa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setel.ah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 



(1) Jenis LKD paling sedikit rr »Iiputi : 
a. Pemberday aan Kesejab .eraan Keluarga (PKK); 
b. Karang Taruna; 
c. Pos Pelayanan Terpadu (Posy an du); 
d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 
e. Perangkat Rumah Ibada (Peruda); dan 
f. Majelis Ta'lim atau sejenisny a. 

(2) Pemerinrah Dcsa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain 
sebagaimana dimaksud pa.la ayat )) sesuai dengan perkembangan dan 
kebutuhan. 

(3) Ketentuan Ieb-h lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) clitetapkan dulam Peraturan Desa. 

Pasal 6 

Bagian Jieetiga 
Jen is 

Dalam melaksanakan tugas !::!bagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD 
memiliki fun gsi : 
a. menamp ng dan menyalur can asp.rasi masyarakat; 
b. menanamkan dan memupi..k rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa 

kepada masyarakat Desa; 
d. menyusun rencana, melak.sanakar., mengendalikan, melestarikan, dan 

mengembangkan hasil pernbangun.an secara partisipatif; 
e. menumbuhkan, mengerr.oangkan, dan menggerakkan prakarsa, 

partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 
f. meningkatkan kesejahteraun keluarga; dan 
g. meningkatkan kualitas suriber daya manusia. 

Pasal 5 

( 1) LKD bertugas l in tuk : 
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; 
b. ikut s rta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, LKD mengu sulkan progr m den kegiatan kepada Pemerintah Desa. 

Bagiau ltedua 
T11gas dan Fungsi 



( 1) Penguru LKD, terdiri atas 
a. Ketua ; 
b. Sekretaris; 
c. Bendahara: dan 
d. Bidang, sesuai kebutul .an. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diietapk an dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegangjabatan 
selama 5 (lirna) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat 
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau 
tidak secara b erturut-turu :. 

(5) Pengurus LKD dilarang .nerangkap jabatan pada LKD lainnya dan 
dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. 

Pasal 8 

(1) Pemberdayaan Kesejahtera..n Kelu arga (PKK) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huru a, bertugas membantu Kepala Desa dalam 
melaksanakan emberdaya an kesejahteraan keluarga. 

(2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
bertugas membantu Keps.la Des.a dalam menanggulangi masalah 
kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

(3) Pos Pelay nan Terpadu (Posyandi] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf c bertugas memoa.rtu Kepala Desa dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan masy.s.rakat Desa. 

(4) Lembaga Pemberdayaan Masyara:<:at (LPM) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huru f d, bertugas membantu Kepala Desa dalam 
menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa 
dan menggerakkan masyarakat dal.am pelaksanaan pembangunan desa 
dengan swadaya gotong-roy.mg. 

(5) Perangkat Rumah Ibadah [Perud.a] sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 
6 ayat 1 huruf e, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan 
Iman dan Takw a terhadap 'I'uhan Yang Maha Esa. 

(6) Majelis Ta'lim atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam pengamalan 
ajaran keagamaan dalam k.ehidupa.n sehari-hari, khususnya kelompok 
perempuan, 

Pasal 7 



(1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat 
kemitraan. 

(2) Hubungan kerja LKD dan LAD de ngan Badan Permusyawaratan Desa 
bersifat k onsul tatif. 

Pasal. 10 

BAB IV 
HUBU GAN KERJA LEJ\~[BAGA l:CEMASYRAKATAN DESA DAN 

LE:tv.[JBAGA ADAT DESA 

(1) LAD bersama Masyarakat I>esa dar Pemerintah Desa harus menjujung 
tinggi, menberdayakan, me.estari kaa dan mengembangkan adat istiadat 
masyarakat Desa. 

(2) LAD bertugas membantu lemerintah Desa dan sebagai mitra dalam 
memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat 
sebagai wujud pengakuan tcrhad.ap adat istiadat masyarakat Desa. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LAD 
berfungsi: 
a. melind ungi identitas bur.aya car hak tradisional masyarakat hukum 

adat termasuk kelahran, kematian, perkawinan dan unsur 
kekera batan lainnya; 

b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta 
dan/atau kekayaan adat Iainnya untuk sumber penghidupan warga, 
kelestarian 1ingkungan hidup, den mengatasi kemiskinan di Desa; 

c. mengembangkan musvawarah mufakat untuk pengambilan 
keputusan alam musyawarah Desa; 

d. mengembangkan nilai adat istadat dalam penyelesaian sengketa 
pemili. can waris, tanah clan kcnfik dalam interaksi manusia; 

e. pengembangan nilai add istiadat untuk perdamaian, ketentraman 
dan ketertiban masyaral-.at Desa; 

f. mengembangkan nilai ,:dat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan 
masyarakat. seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan 

g. mengernbangkan kerja s .. .una c.er.gan LAD lainnya. 
(4) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi 

sebagaimana dimaksud d-.lam ayat (3) bersifat independen dan tidak 
dapat dii ntervensi secara politik oleh oleh Pemerintah Desa. 

Pasal. 9 

BAB [II 
LEMrnAGA AJ>AT DESA 



Peratura:n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda:ngka:n. 

Pasal 14 

BAB VIII 
KE1'1~NTUA?r PENUTUP 

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum peraturan bupati ini berlaku, 
tetap diakui keberadaannya sebagai LKD da:n LAD sepanja:ng tidak 
bertenta:ngan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

BAB VII 
KETJf.NTUAN PERALDIAN 

( 1) Pem ben tu kan LKD dan Li\ D yang dia tur dalam Peraturan Bu pati ini 
berlaku mutati mutandis b-gi pemb entukan LKD dan LAD di kelurahan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergaturan dan penetapan LKD dan LAD 
di kelurahan diatur dengan leraturan Bupati. 

Pa:;al 12 

BABVI 
KETJE:NTUAN LAIN-LAIN 

(1) Bupati melakukan pembins .. .m dan pengawasan terhadap pembentukan, 
pemberdavaan dan pendavagunaan LKD dan LAD sebagai mitra 
Pemerintah Desa di wilayahnya. 

(2) Camat m lakukan pembins.rn dan pengawasan terhadap pembentukan, 
pemberdavaan dan pendavagunaan LKD dan LAD sebagai mitra 
Pemerinta h Desa di Desa. 

Pasal 11 

BABV 
PEMBINA.AN DAN PENGAWASAN 

(3) Hubungan kerja LKD da.i LAD denga:n Lembaga Kemasyarakatan 
lainnya di Desa bersifat kocrdinatif. 



BERITA DAERAH KABUPATEJ, BUT8N TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 

Diundangkan di abungkari 
pada tanggal Maret 202L 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Ditetapkan di Labungkari 
Pada tanggal Maret 2020 

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupat ini dengr.n pcnempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Buton Tengah. 

., 


